BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. 'bahwa Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan perlu disempurnakan agar pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja ' Daerah dapat
berjalan lebih efektif dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun .
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58
Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);




Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1)
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri, bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



13 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9

: Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor S5 Tahun
2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan
Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan dan Perubahannya.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018
entang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun
* 18 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di
- kungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ditambah dan diubah

‘memungkinkan untuk kembali pada hari kedua
1aksud pada ayat (2), biaya penginapan dapat




) Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dibayarkan

terhitung mulai 1 (satu) hari sebelum acara sampai 1 (satu) hari
aya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang
an untuk kebutuhan biaya menginap dalam rangka

aksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.

) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, PNS, dan Non PNS yang
' elakukan perjalanan dinas ke luar Daerah Luar Provinsi
berikan biaya tiket at cost.

am hal maskapai yang digunakan tidak memberikan bagasi
Cuma-cuma/gratis maka dibayarkan bagasi maksimal 10 (sepuluh)

- kg per penerbangan.
Apabila perjalanan dinas dilakukan dalam rangka urusan yang
erlukan membawa bagasi lebih (membawa berkas ke BKN,

uti Pameran, dan lain-lain) dapat dibayarkan bagasi sesuai

n dinas mempergunakan pesawat udara kelas ekonomi,
m kondisi tertentu ketika acara harus dilaksanakan pada
v penerbangan padat dan tidak tersedia kelas ekonomi
suaikan dengan kondisi yang sebenarnya (contohnya
lebaran, natal dan lain-lain).

hal perjalanan dinas Kepala Daerah ke Luar Daerah Luar
i yang memerlukan didampingi oleh ajudan, maka tiket
kelas pesawat udara dengan Kepala Daerah.

sport merupakan satuan biaya yang digunakan untuk
tu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju
eberangkatan dan dari terminal kedatangan menuju

iban biaya transport sebagaimana
rmat Surat Perintah Perjalanan Dinas
.. merupakan bagian yang tidak
1 upat ini,




Pasal II
 Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
. Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
1 Pesisir Selatan.

Ditetapkan di P.
Pada tanggal |

BUPATI P.
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PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR | TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
X BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 5
TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FTAR PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI
di bawah ini:

.........................................................................

IR SR NS A s b as s hsasasscscsssssscsssbossasssssecssssnascsssastritberh

Perintah Tugas (SPT) Nomor.......... tanggal ............ .
yatakan dengan sesungguhnya bahwa:

awai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang
eh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

URAIAN JUMLAH

. pada angka 1 di atas benar-benar dike luarkan
jalanan dinas ini.

‘ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
mestinya.

............




RMAT BLANKO SPPD

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN / DINAS / KANTOR

Nomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

(yang menandatanganani SPT)
Jabatan Tanda Tangan
a.
b.
Dike luarkan di
Tanggal
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

o
"

(Qcin.;aii sressssssessceccavane )



Berangkat dari
Ke

Pada Tangal
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

| (.}_. .......................... )

T diperiksa dengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-
mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
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